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PARTAI POLITIK DI INDONESIA
(KAJIAN TEORITIK DAN PERKEMBANGANNYA PADA
PEMILU 1999)

Oleh: Sunarso, M. SI.
(FIS-UNY)

Abstrak

Pengertian partai politik menurut undang-undang Nomor 2
Takun 1999, adalah seiiap organisasi yang dibentuk oleh warga
negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan
kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya
maupun bangsa dan negara melalui pemilihan wmum. Berdasarkan
Jjumlah partai yang ada dalam suatu negara dapat dibedakan tiga
Jenis sistem kepartaian: yaitu sistem pariai tunggal, sistem dua partai
dan sistem banyak partai. Pemilu 1999 Indonesia mengamut sistem
banyak partai.

Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita
nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembulaan
UUD 1945, yaitu mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara
kesatuan Republik Indonesia. Tujuan khusus partai politik adalah
memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Angin segar reformasi telah melapangkan ruang gerak politik
yang berdampak pada kebebasan rakyat membentuk partai-partai
politik baru. Pemilu pertama setelah reformasi (1999) diikuti 48
partai politik yang memenuhi syarat. Empat di antaranya adalah
pemain lama: PPP, Golkar, PDI-Perjuangan, dan PDI yang pecah
setelah Konggres PDI di Medan pada Juni 1996. Meski masih
diwarnai kecurangan di mana-mana, Pemilu 1999 dianggap sama
demokratisnya dengan Pemilu 1955 sebagai pemilu pertama di
Indonesia.

Pendahuluan

Pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu
pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan
menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar
1945. Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk
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menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan
bemegara. Keragaman pendapat di dalam masyarakat akan melahirkan
keinginan untuk membentuk berbagai partai politk sesuai dengan
ragam pendapat yang hidup. Dengan demikian pada hakikainya
negara tidak membatasi jumlah partai politik yang dibentuk oleh
rakyat

Dalam keragaman ini, setiap partai mempunyai kedudukan,
fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat. Kedaulatan partai
berada di tangan anggotanya, dan karena itu partai politik bersifat
mandirt dalam wengatur rumah tangga organisasinya. Dengan
demikian, pihak-pibak yang berada di Iuar partai tidak dibenarkan
campur tangan dalam wrusan rumah tangga suatu partai politik.

Untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang
sehat yang dicita-citakan oleh para pendiri negara sebagaimana
dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap
partai politik dalam kehidupan bemegara melaksanakan secara
konsisten Pancasila sebagai dasar negara (Penjelasan UU No. 2 Tahun
1999). Dengan demikian, dinamika demokrasi di Indonesia mendapat
landasan yang kokoh. Karena acuan utama partai politik telah
disepakati maka setiap partai politik dapat mempunyai asas atau ciri,
aspirasi, dan program tersendiri yang tidak bertentangan dengan
Pancasila. Aspirasi dan progam partai politik merupakan perwujudan
dari asas dan ciri dalam upaya memecahkan permasalahan bangsa.
Program tersebut diarahkan untuk mewujudkan cita-cita nasional
bangsa Indonesia.

Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi
mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat,
menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan
negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk
mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.
partai politik juga merupakan salah satu wahana untuk menyatakan
dukungan dan tuntutan dalam proses politk. Semua fungsi ini
diwujudkan melalui pemilihan umum yang diselengparakan secara
demokratis, jujur, dan adil dengan menggalakkan pemberian dan
pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia,
sebagaimana diamanatkan dalam Tap. MPR Nomor XIV/MPR/1998
tentang Perubahan dan Tambahan atas Tap. MPR Nomor
III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.

Negara harus menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai
kesempatan yang sama unuk mempengaruhi kebijakan negara melalui
parai politik dan terwujudnya asas demokrasi yaitu sat orang satu
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suara. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan
kedaulatan rakyat, bukan perwujudan kekuatan ekonomi, maka perlu
pembatasan sumber keuangan  partai politik untuk mencegah
penyalahgunaan uang demi kepentingan politik. Keterbukaan partai
politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warga
negara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap partai
politik tersebut (Penjelasan UU Nomor 2 Tatum 1999).

Pengertian Partai Politik

Partar politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir
secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan
ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahanan
melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan
umum yang mereka susun (Ramlan Surbakti, 1992: 116). Partai
politik merupakan suatu keharusan dalam politk modern yang
demokTatis. Sebagai swatu organisasi politik secara ideal
dimaksudkan  untuk mengaktitkan dan memobilisasi rakyat,
mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi
pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi
kepemmmpinan politik secara /igitimate dan damai. Dalam pengertian
modem partai politik didefinisikan sebagai suatu kelompok yang
mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat
schingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan
pemernintah (Ichlasul Amal, 1996: xv)

Carl Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai kelompok
manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut
atau mempertahankan kekuasaan bagi pemimpin partainya dan
berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan
idiil bagi para anggotanya. Soltau mendefinisikan partai politik
sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan,
yang bertindak sebagai suatu kesatan politik dan dengan
memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk
menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum vyang
mereka buat (Miriam Budiardjo, 1988: 161),

Pengertian partai politik menurut undang-undang Nomor 2
Tahun 1999, adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak
untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa
dan negara melalui pemilihan umum. Kedaulatan partai politik berada
di tangan anggotanya. Setiap partai politik mempunyai kedudukan,
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fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat. Parta
politik bersifat mandini dalam mengatur rumah tangga organisasinya
(UU No. 2 Tahun 1999).

Asal-Usul Partai Politik

Partai politik berkembang bersamaan dengan berkembangnya
proses-proses parlementer dan proses-proses pemilihan (Maurice
Duverger, 1984: 3). Partai-partai tersebut muncul sebagai komite
pemilihan yang mendapatkan dukungan bagl seorang kandidat dar
warga negara yang ferkemuka dan mengumpulkan dana yang
diperlvan untuk kampanye pemilihan. Selanjutnya kelompok-
kelompok parlementer berkembang dalam lembaga-lembaga legislatif,
yang mempersatukan wakil-wakil yang mempunyai tujuan-tujuan
yang sama. Kerjasama di antara wakil-wakil tersebut pada puncak
kedudukan politik dengan sendirinya mengarah pada usaha-usaha
untuk membentuk federasi dalam komite-komite pemilihan dan
dengan cara demikian, partai politik yang pertama terbentuk Partal
politik telah diadopsi oleh remm politk yang tidek mengenal
pemilihan umum maupun parlemen, dan oleh rezim yang melancarkan
pemilihan semu, dengan menawarkan satu-satunya calon sebagai
calon untuk dipilih, atau hanya ada satu partai saja yang menduduki
semua kursi dalam badan legislatf.

Ramlan Surbakti menjelaskan asal-usul partai politik dengan
tiga teon. Pertama teon kelembagaan yang neclihat ada hubungan
antara parlemen awal dan timbuinya partai politik. Kedua, teon situasi
historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sistem
politik untuk mengatasi knsis yang ditimbulkan dengan perubahan
masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat
partai polink sbagai produk modernisasi sosial ekonomi. Perbedaan
teori kedua dengan teon ketiga terletak pada proses pembentukannya.
Teon kedua menyatakan, perubahan menimbulkan krisis dan partai
politik dibentuk untuk mengatasi krisis, sedangkan teori ketiga
menyatakan bahwa perubahan-perubahan itulah yang melahirkan
kebutuhan adanya partai politik.

Fungsi Partai Politik

Roy C. Macridis mengemukakan fungsi partar poliak meliputi:
1) fungsi perwakilan atau representasi yang meliputi (konversi dan
agregasi), 2) fungsi integrasi meliputt (partisipasi, sosialisasi, dan
mobilisasi), 3) fungsi persuasi, 4) fungsi represi, 5) fungsi rekruitmen
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meliputi (permlihan pemimpin dan pengangkatan tenaga baru), 6)
fungsi perumusan kebijakan, dan 7) fungsi kontrol pada pemerintah
(Ichlasul Amal, 1996: 25).

Fungsi representasi adalah ekspresi dan artikulasi kepentingan
melalui partai. Kadang-kadang fungsi representasi lebih sering
ditampilkan dari pada fungsi perantara, partai merupakan ekspresi
kepentingan tertentu, kelas tertentu , kelompok sosial tertentu. Dalam
pengertian 1ni fungsi utama partai adalah membenkan sarana politik
langsung kepada kepenmgan politik yang diwakilinya. Fungsi
perantara akan muncul apabila berbagai kepentingan dan pendapat
mempunyal alasan yang sama untuk bergabung pada suatu partai.
Konversi dan agregast merupakan varian dan representasi dan
perantara. Dengan konversi kita mengerti transformasi dan apa yang
disebut bahan-bahan mentah politik yaitu kepentingan dan tuntutan
menjadi kebijaksanaan dan keputusan. Pelaksanaan fungsi yang
berhasil akan tergantung pada keseimbangan yang tepat antara bahan
yang dimasukkan dan yang dikeluarkan.

Partisipasi, sosialisasi, dan mobilisasi merupakan beberapa
varian dari keseluruhan fungsi yang esensial, vaitu integasi. Sosialisasi
adalah proses, di mana kumpulan nomma-norma sistem politik
ditularkan kepada orang-orang yang lebih muda. Mobilisasi adalah
variasi ekstrem dan sosialisasi, partai berusaha memasukkan secara
cepat sejumlah besar orang yang sebelumnya berada diluar sisem
tersebut, juga mereka yang apatis, terasing, tidak tahu menahu, tidak
tertank, atau takut, ke dalam sistem itu unfuk menanamkan
kepentingan dan menjamin dukungan massa. Partisipasi berdiri
diantara mobilisasi dan sosialisasi yang berarti bahwa melalui partai
pada semua sistem, dan medium, ekspresi kepentingan dan partisipasi
dalam pemilihan pemimpin dan kebijaksanaan, terbuka untuk semua
pihak. Dengan mobilisasi, partai membentuk ikatan-ikatan rasional
dan efektif antara indvidu dengan sistem politik serta mengubah
individu menjadi seorang warga negara, serta mengubah sistem politik
menjadi pemerintahan yang responsif

Persuasi adalah kegiatan partai politik yang dikaitkan dengan
pembangunan serta pengajuan usul-usul kebijaksanaan agar
memperoleh dukungan seluas munglkin bagi kegiatan-kegiatan
tersebut. Pengertian represi adalah partai melalui pemerintah maupun
secara langsung mengenakan sangsi baik kepada anggota maupun
bukan anggota, serta berusaha menuntut ketaatan dan loyalitas serta
menghukum pihak pembangkang. Partai politik yang berusaha untuk
mengintegrasikan dan memobilisasi pada umumnya bersifat represif.
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Tetap1 kita harus ingat bahwa ada suatu dialektika yang dapat
mengubah mobilisast menjadi partisipasi, dan represi menjadi
persuasi

Rekrutmen digunakan dalam pengertian yang seluas mungkin
unfuk menunjukkan latthan dan persiapan untuk kepemimpinan.
Fungsi partai yvang lain adalah membuat pertimbangan dan perumusan
kebijaksanaan serta kontrol terhadap pemerintah. Dalam sistem dua
atau mulfi partai, secara potensial ada kesempatan lebih besar untuk
kompetisi  dan diskusi antar partai. Fungsi kontrol terhadap
pemenntah meliputi fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang,
maupun fungsi untuk mengangkat dan memilih pemimpin eksekutif,

Tipe-tipe Partai Politik

Berdasarkan tingkat komutmen partai terhadap ideologi dan

kepentingan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Partai kader
Keanggotaan partai im berasal dari kelas menengah ke atas.
Akibatnya ideologi yang dianut partai int adalah konservatisme
ekstrim atau maksimal reformis mederat. Partai kader tidak
memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa.
Dengan demikian dalam pengertian 1ini partai kader lebih sebagat
suatu kelompok informal daripada sebagai organisasi yang
didasarkan pada disiplin.

2. Parta Massa
Partai massa dibentuk di luar lingkungan partemen, berorientasi
pada basis pendukung vyang luas misalnya, burub, petani,
kelompok agama, serta memilik ideologi yang cukup jelas untuk
memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi secara rapi
untuk mencapai tujuan-tujuan ideolginya Tujuan utama partai ini
adalah tidak hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan,
tetapi juga memberikan pendidikan politk bagi para anggotanya
dalam rangka membentuk elit yang langsung direkrut darn massa
Jadi latar belakang munculnya partai massa amat bertolak
belakang dengan kemunculan partai kader

3. Parta Diktatonal
Merupakan sub-tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi
vang lebth kaku dan radikal. Pemumpin tertinggi partat ini
melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan
maupun anggota partai. Rekrutmen keanggotaan partai diktatorial
dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa. Untuk

69




diterima sebagai anggota partai ini seseorang harus lebih dahulu
diuji kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi partai Partai
diktatorial menuntut pengabdian secara total setiap anggotanya.
4, Partai Cartch All

Partai i1 merupakan gabungan dan partai kader dan partar massa.
Catch-All dapat diartikan “tempat menampung kelompok-
kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”.
Tujuan umum partai ini adalah memenangkan pemilithan dengan
cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi para
anggotanya sebagal pengganti 1deoclogi yang kaku Dengan
demikian, aktivitas partai ini erat berkaitan dengan kelompok
kepentingan dan kelompok penekan (Ichlasul Amal, 1996: xvi-
xvit).

Berdasarkan asas dan onentasinya, partai politik diklasifikasikan

menjadi tiga tipe, yaakni:

I. Partai Pragmatis
Partai ini memiliki program dan kegiatan yang tak terikat kaku
pada suatn doktrin dan ideologi tertentu. Artinya, perubahan
waktu, situasi dan kepemimpinan akan juga merubah program,
kegiatan dan penampilan partai politik tersebut. Penampilan partal
politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-
program yang disusun oleh pemimpin utamanya. Partai ini
biasanya organisasinya agak longgar.

2. Partai Doktriner
Partat doktriner memiliki sejumniah program dan kegiatan konkrit
sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud -adalah
seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkrit dan
sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang
pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh pengurus partal

3. Partai Kepentingan
Adalah partai politk yang dibentuk dan dikelola atas dasar
kepentingan tertentu (Ramlan Surbakti, 1992: 121)

Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik
dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu:
Partai Massa
Tipe partai in1 mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah
anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya
serta mengembangkan diri sebagar pelindung bag berbagal
kelompok dalam masyarakat schingga pemilihan umum dapat
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dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat
dipelihara, masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan
melaksanakan kebijakan tertentu.
Partai Kader
Partai kader adalah partai yang mengandalkan kualitas anggota,
ketaatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan
utama. Seleksi keanggotaan dalam partat kader biasanya sangat
ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta
penegakan disiplin parai yang konsisten dan tanpa pandang bulu,
strutur organisasi partai ini sangat hirarkhis sehingga jalur
perintah dan tanggung jawab sangat jeas. Karena sifatuya yang
demikian partai kader acapkali disebut sebagai partai yang sangat
elitis (Ramlan Surbakti, 1992: 122).

Berdasarkan basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi empat

tipe, yaitu:

1

2.

a

Partai politik vang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam
masyarakat, seperti kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah.
Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok
kepentingan tertentu seperti petani, buruh dan penguasa.

Paratai polibk yang anggotanya berasal dan pemeluk agama
tertentu seperti Isamn, Katolik, Protestan, dan Hindu.

Partai politk yang anggota-anggotanya berasal dart kelompok
budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu
(Ramlan Surbakti, 1992: 122}

Berdasarkan tujuannya partai politik dibagi menjad: tiga, yaitu:

. Partai perwakilan kelompok, yaitu partai yang menghimpun

berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak
mungkin kursi dalam parlemen.

Partai pembinaan bangsa, yaitu partai yang bertujuan
menciptakan  kesatuan nasional dan biasanya menindas
kepentingan-kepentngan sempit.

Partai mobilisasi, yaitu partai yang berupaya memobilisasi
masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh
pemimpin partai sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok
cenderung bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai
dalam masyarakat (Ramlan Surbakti, 1992: 123},
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Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaks: di antara
sejumiah partai politik dalam suatu sistem politik (Ramlan Surbaku,
1992: 124). Berdasarkan jurniah partai yang ada dalam suatu negara
dapat dibedakan tiga jenis sistem kepartaian: yaitu sistem partai
tunggal, sistem dua partai, dan sistem banyak partai.

1. Sistemn partai tunggal (mono partai)

Sistem partai tunggal ada tiga jenis yakni partai tungpal totaliter,
partai tunggal otoriter dan partai tunggal dominan yang demokratis
Partai tunggal totaliter biasanya memegang kendali atas pemennahan
dan militer, serta menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Partai tunggal totaliter biasanya merupakan partai doktriner yang
dianut negara-negara komunis dan fasis.

Partai tunggal otoriter adalah sistem kepartaian yang di
dalamnya terdapat lebih dari satu partai tetapi terdapat satu partai
besar yang digunakan oleh penguasa sebagai alat mobilisasi
masyarakat dan mengesahkan kekuasaannya, sedangkan partai-partai
lain kurang dapat menampilkan diri karepa ruang gerak dibatasi
penguasa. Bentuk partai tunggal otoriter biasanya diterapkan negara-
negara berkembang yang menghadapi masalah integrasi nasional dan
keterbelakangan ekonomi.

Sistem partai tunggal dominan yang demokratis, yaitu suatu
sistern kepartaian yang di dalamnya terdapat lebih satu partai, namun
satu partai saja yang dominan terus menerus berhasil mendapatkan
dukungan untuk berkuasa. Partai-partai lain tidak mampu menyaingi
partai yang dominan, walaupun terdapat kesempatan yang sama untuk
mendapatkan dukungan melalw pemilihan umum.

2. Sistem dua partai

Sistem dua partai merupakan sistern kepartaian yang di
dalamnya terdapat dua partai yang bersaing untuk mendapatkan dan
mempertahankan kewenangan memerintah melalui pemilihan umum.
Terdapat pembagian tugas di antara kedua partai yaitu partai yang
memenangkan pemilihan umum menjadi partai yang memenntah,
sedangkan partai yang kalah dalam pemilihan umum berperan sebagai
OpOSISi.
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3. Sistem banyak partai

Sistem banyak partai merupakan produk dan struktur
masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial
ekonomi. Karena banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum maka yang
sering terjadi adalah pemerintahan koalisi dengan dua atau lebih partai
yang secara bersama-sama dapat mencapai mayontas di parlemen.
Untuk mencapai konsensus di antara partai-partai yang berkoalisi itu
diperlukan dagang sapi, yaitu tawar-menawar dalam hal program dan
kedudukan menteri (Ramlan Surbakt, 1992: 125-127).

Dasar Pemikiran Dibuatnya UU Partai Politik Era Reformasi

Ada beberapa dasar pemikiran dibuatmya UU partar politik pada
era reformasi, di antaranya adalah:

1. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengelunarkan pikiran
sebapaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar
1945 adalah bagian dan hak asasi manusia.

2. Usaha untuk menumbuhkan dan memperkokoh kemerdekaan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, merupakan
bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang
kuat dalam negara kesaan Republik Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdala, demokratis, dan berdasarkan atas hukum.

3. Partai politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi,
dan perannya sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan
kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan golongan Karya
sudah tidak dapat menampung aspirasi politik yang berkembang
schingga kehidupan demokrasi di Indonmesia tidak dapat
berlangsung dengan baik.

5. Untuk memberi landasan hukum yang lebih baik bagi tumbuhnya
kehidupan partai politik yang dapat lebih menjamin peran serta
rakyat Indonesia, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1999 tentang Partai Politik sebagai pengganti Undang-
Undang yang ada sebelumnya (UU Nomor 2 ahun 1999).
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Syarat Pembentukan Partai Politik (UU No.2 Tahun 1999)

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka
pembentukan partat politik, di antaranya adaiah:

1. Sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia
yang telah berusia 21 tahun dapat membentuk partai politik.

2, Partai politk yang dibentuk harus memenuhi syarat: a)
Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari negara
kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai, b) Asas
atau cir1, aspirasi, dan program partai politik tidak bertentangan
dengan Pancasifa, c) Keanggotaan partai politik bersifat terbuka
untuk setiap warga negara Repulik Indonesia yang telah
mempunyai hak pilih, d) Partai politik tidak boleh menggunakan
nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing,
bendera negara Republik Indonesia, bendera negara asing, gambar
perorangan serta nama dan lambang partai lain yang telah ada.

3. Pembentukan partai politik tidak boleh membahayakan persatuan
dan kesatuan nasional.

4 Partai politik didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan pada
departemen kehakiman,

Tujuan, Fungsi, Hak dan Kewajiban Partai Politik (UU No.2
Tahun 1999)

Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita
nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan
UUD 1945. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara
kesatuan Republik Indonesia. Tujuan khusus partai politk adalah
memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap partai politik wajib
mencantumkan tujuan umum dan tujuan khususnya dalam anggaran
dasarnya

Partai politik berfungsi: (a) Melaksanakan pendidikan politik
dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan
kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
(b} Menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan kepentingan
masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara metalui mekanisme
badan-badan  pemmusyawaratan/perwakilan  rakyat, dan (c)
Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan
politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.
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Partai politk mempunyai hak untuk ikut serta dalam
pemilihan umum sesuai dengan undang-undang tentang pemilihan
umum, serta memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari
negara. Partai politik berkewajiban: (a) Memegang teguh serta
mengamalkon Pancasila dan ULUD 1945, (b) Mempertahankan
keutohan negara Republik Indonesia, {c) Memelihara persatuan dan
kesatuan  bangsa, (d) Menvukseskan pembangunan nasional, (¢)
Menyukseskan penyelenggaraan pemiliban umum secam demokratis,
jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara
secara langsung, umum, bebas, dan rahasia

Syarat Keikutsertaan Partai dalam Pemilu (UU No 4 Tahun 1999)

Panai politik dapst menjadi peserta pemilihan umum apabila
memenuhi syarat-syarat sebapai berikut: () Diakui keberadasnnva
sesuai dengin undang-undang partai politik; (h) Memiliki pengurus di
lebih dani setengah jumlah propinsi di Indonesia, hal ini dimaksudkan
agar partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum benar-benar
memiliki jarngsn orgenisast dan basis keanggotann yang representatif
secara masional (c) Memiliki pengiirus di lebih dan setengah jumlah
Kebupaten/kota di propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, (d)
Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik. Nama dan tanda
gambar yang dimaksud adalah nama dan tanda gambar yang sama
dengan nama dan lambang partai politik yang bersangkutan.

Partar politik yang telah terdaftar, tetapi tidak dapat memenuhi
persyaratan sehagaimana tersebut diatas, tidak dapat menjadi peserta
pemihihan umum, namun kebersdaannys tetap diskud selama parta
tersebul  melaksanakan kewajiban-kewajiban  sebagaimana  distur
dalam undang-undang temang partai polik. Dengan  demikian
terdapat dus kategoti: partai politik vang terdaftar dan partai politk
peserta pemilihan umum. Partai polink vang terdaftar adalah partai
polik yang wlah memenuhi  syaral-syarat  pembentukun  dan
pendaftaran sesumi dengan  ketentuan undang-undang, sedangkan
partai politik peserta pemilihan umum adalah partai politik yang telah
terdzftar dan (elah memenuhi syvarat-svarat keikutsertaan dalum
pemifthan umum sebagammana ditentukan dalam undang-undang mi.

Untuk dapat mengikuti pemilihan vmum  berikumya, partai
politik harus memiliki sebanyak 2% dar jumilah kursi DPR atay
memiliki sckurang-kurangna 3% jumlah kursi DPRD I atau DPRD
yang tersebar sekurang-kurangnya di setengzh jumlah propinsi dan
setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia berdasarkan hasil
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pemilihan umum, Partai politik peserta pemilihan umum yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, tidak boleh ikut
dalam pemilihan umum berikutnya, kecuali bergabung dengan partai
politik lain.

Partai politik peseta pemilihan umum tidak boleh menggunakan
nama dan tanda gambar yang sama atau mirip dengan lambang negara
Republik Indonesia, lambang negara asing, bendera negara kesatuan
Republik Indonesia, bendera kebangsaan asing, gambar perseorangan,
dan tanda gambar partai politik yang telah ada (Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum)

Konfigursi Hasil Pemilu 1999

Sebanyak apapun kritik yang diarahkan pada kurang demokratis
dan berkualitasnya pemilu 1999, namun tidak dapat dipungkiri bahwa
pemilu 1999 adalah salah satu tonggak sejarah politik Indonesia.
Terselenggaranya pemilu 1999 adalah sebuah bukti yang paling nyata
penolakan bangsa ini terhadap berlakunya sistem lama di bawah
kendali Socharto. Dengan pemilu 1999 berarti semua hasil proses
politik pada tahun 1997, yang seharusnya baru akan berakhir tahun
2002, sama sekali tidak diakui keabsahannya, Baik secara legal formal
maupun substansi demokrasi.

Dengan adanya percepatan pemilu ini berarti bukan hanya ada
pergantian total keanggotaan di MPR/DPR, melainkan juga harus
segera digantinya pejabat presiden yang pada masa itu dipegang oleh
BJ Habibie. Sebelum penyelenggaraan pemilu yang dipercepat itu,
pemerintah mengajukan RUU tentang Parti Politik, RUU. tentang
Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan
DPRD. Ketiga draf UU itu disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang
disebut tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryas Rasyid.

Setelah UU No.2 tahun 1999 disahkan maka mulailah kancah
baru dalam dunia politik di Indonesia. Terdaftar sebanyak 141 partai
polittk di Departemen Kehakiman dan HAM, dan akhimya
dilegalisasi sebanyak 48 partai. Persiapan pemilu ini relatif sangat
singkat, yaitu selama 13 bulan. Singkatnya persiapan imi bukan dilihat
dant rentang waktu yang ada, melainkan dilihat dari berbagai gejolak
sosial politik yang terjadi yang juga menghabiskan konsentrasi seluruh
elemen bangsa.

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan
pemungutan suara pada pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal,
yakni tanggal 7 Juni 1999 Tidak seperti yang diprediksikan dan
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dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata pemilu
1999 bisa berlangsung damai, tanpa ada kekacauan yang berarti
Hanya di beberapa daerah tingkat Il di Sumatera Utara yang
pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur satu pekan. Ini
pun karena adanya keierlambatan atas datangnya perlengkapan
PO EULAT SUALE:

Tetapi fidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan
lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada pemilu
kali imi sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penglnfungan suara,
27 partai politik menolak menandatangani berita acars perhitungan
suara dengan dalih pemilu belum jujur dan adil (jurdil) Sikap
penolakan 1ersebut ditunjukkan dalam schuah rapat pleno KPU. Ke 27
partai tersebur sebagai berikur PE. PNU, PBL PRI, Masyumi, PN
Supeni, Krisna, Partai KAML PKD, PAY, Partai MEGR, PIR, Partu
SUNL PNBI, PUDL PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPL PID, Murbs,
SPSI, PLIML, PSP, dan PARI (Fadillah Putra, 2003),

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU  kemudian
diserahkan Kepada presiden, Oleh presidén hasil rapat dar KPU
terschut  kemudisn diserahkan pada Panwaslu (Pamtian Penpawas
Pemilu}, Panwasly dibeni tugas uniuk meneliti keberatan-keberatan
vang dizjukan wakil-wakil parai di KPU vang berkeberutan tndi.
Hasilnys Panwasly memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah
sah. Apalag mayoritas parai tidak menyertakan data tertulis
menyangkut  keberatan-keberatannya,  Presiden  jugn menyalakan
bahwas hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyarakat
tanggal 26 Jult 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI - (Panitian Pemilihan
Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada thap il juga
timbul masaiah, Rapat pembagian kursi di PPL berjalan alot. Hasil
pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPL khnsusnya
pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang
melakukan stembus accord. Hasil Kelompok Kerja PP menunjukkan,
partai [slam yang melakukan stembus accord hanya mendapatkan 40
kursi. Sementara Kelompok stembus accord 8 partai Islam
mictyalakan bahwa mereka berhak atas 53 dan 120 korsi sisa.

Perbedaan pendapat di PPT tersebut akhimya diserahkan kepada
KPL. Di KPU perbedasn pendapat it akhirnyva diselesaikan melalul
voting dengan dus opsi. Opsi periama, pembagan kursi siss dibitung
dengan memperhatikan suarn stembus accord, sedanghan opsi kedua
pembagian tanpa stembas accord. Hanya 12 suam yang mendukung
opsi pertama, sedangkan vang mendukung opsi kedua 43 suara Lehih
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dari & partai walk out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan
tanpa memperhitngkan lagi stembus accord. Berbekal keputusan
KPU tersebut, PPI akhimya dapat melakukan pembagian kursi hasil
pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian Kkursi
tersebut menunjukan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR
atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan,

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073
suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar
memperoleh  23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga
mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibandingkan
pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 1261 persen,
mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71
persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding
pemilu 1997, PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen,
mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih
ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih dua kursi dari
pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding pemilu 1997.
Selanjutnya selain lima besar tersbut, PBB mendapat 13 kursi, Partai
Keadilan 7 kursi, PKP 4 kursi, PNU 5 kursi, PDKB 5 kursi, serta
masing-masing mendapat satu kursi adalah PBI, PP, PDR, PSII, PNI
Front Marhaems, PNI Massa Marhaen, IPKI, PKU, Masyumi, dan
PKD.

Adapun ada sekitar 27 partai politikk yang sama sekali tidak
mendapatkan kursi di DPR , yaitu: PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI,
PUI, PAY, Partai Republik, Partai MKGR, PIB, PartaiSUNI, PCD,
PSI1 1905, Masyumi Baru, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI,
PRD, PPI, PID, Murba, SPSI, PUMI, PSP, PARI, dan PILAR
(Fadillah Putra, 2003: 91).

Penutup

Ketika pemerintah Habibie tahun 1999, merencanakan pemilu
tanpa membatasi jumlah partai politik, puluhan organisasi,
perkumpulan, dan kelompok masyarakat ramai-ramai
bermetamorfosis menjadi partai dengan mendaftarkan diri  di
Departemen Kehakiman. Tak kurang 141 partai tercatat di sana.
Sehanyak 106 di antaranyi kemudian mendaftar ke Panitia Persiapan
Pembentukan Komisi Pemilihan  Umum, atau P3KPU,  sebagni
kontestan Pemilu 1999 Pads tahap berikutnyva hanya 60 parai yang
memenubli svarat untuk verfikasi Setelah proses im usa, PIKPU
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memutuskan 48 partar politik yang memenuhi syarat sebagai
peserta pemilu 1999,

Angin separ reformasi telah melapangkan rmang gerak politik
yang berdampak pada kebebasan rakyat membentuk partai-partai
politik baru. Pemilu pertama setelah reformasi (1999) diikuti 48 partai
politik yang memenuhi syarat. Empat di antaranya adalah pemain
lama: PPP, Golkar, PDI-Perjuangan, dan PDI yang pecah setelah
Konggres PDI di Medan pada Jum 1996. Meski masth diwarnai
kecurangan di mana-mana, Pemilu 1999 dianggap sama
demokratisnya dengan Pemilu 1955 sebagai pemilu pertama di
Indonesia.
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